
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
NOMOR : 3 T AHUN 2000 

lENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan di bidang 
Kehutanan, dipandang perlu membentuk Dinas Kehutanan 
Kabupaten . 

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Dearah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 
Tahun 1959) 

2 Undang.Undang Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Norn or 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3840); 

4. Undang.Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Nomor 167Tahun 1999Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3888); 

5. Un dang-Un dang Norn or 43 Tahu n 1999 tentang Peru bah an Atas 
Un dang-Un dang Norn or 8 Tahu n 197 4 tentan g Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 
Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) 



Menetapkan 

7. Peratu ran Pem eri ntah N omor 6 Tahu n 1999 tentang 
Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan pada 
Hutan Produksi (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1999, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) 

Dengan Persetujuan 

!EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
KEHUTANAN KABUP ATEN KAPUAS 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dal am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan • 

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas 
c. Bupati adalah Bupati Kapuas 
d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas 
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten 

Kapuas 
f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten 

Kapuas 
g Kepala Cabang adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan 

Kabupaten Kapuas 
h. Un it Pelaksan a T ekni s Di nas adal ah Un it Pel aksana T ekn is Din as 

Kehutanan Kabupaten Kapuas 
i. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai 

Negeri Sipil yang diberi Hak dan wewenang secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang sesu ai keahl ian mas in g. masing 

j. Aneka Usaha Keh utan an adalah Usaha masyarakat yang meliputi 
hasil hutan bukan kayu 

BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(1) Dalam Daerah Dibentuk Dinas Kehutanan. 

(2) Din as Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis 
Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan. 

(3) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 



Pasal 3 

Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian 
urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi kalimantan Tengah di 
bidang Kehutanan. 

Pasal4 

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas mempunyai 
fungsi 

a. Penyusunan rencana dan program pembangunan Kehutanan. 
b. Pelaksanaan tata guna hutan tingkat Kabupaten 
c. Pembinaan, pengendaiian dan pengawasan pengusahaan hutan 

dan pengoi ah an h asil hutan. 
d. Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam 
e. Pelaksanaan pembinaan hutan dan pengembangan aneka usaha 

Kehutanan serta pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar 
hutan. 

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

( 1) Susu nan Organ isasi Din as Keh utan an terdiri dari 
a. Kepala Dinas 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. Seksi Perencanaan Program dan Tata Guna Hutan 
d. Seksi Pengelolaan Hutan 
e. Seksi Pembinaan Hutan 
f. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
g Cabang Dinas 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimanatercantum dalam 
lampiran Peratu ran Daer ah in i. 

Bagian Pertama 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal6 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
tat a u sah a, rum ah tangga dan perien gkapan, urusan kepegawai an, 
u ru san keuangan serta penyusu nan anggaran 



Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan tu gas tersebut pada pasa! 6, Sub Bagi an 
Tata Usaha mempunyai fungsi 

a. Peng el ol aan u ru san tat a u sah a, rum ah tan gga dan periengkapan. 
b. Pengeiolaan urusan kepegawaian 
c. Pengelolaan urusan keuangan 
d. Penyusunan anggaran 
e. Pengelolaan administrasi Umum 

Pasal8 

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dlri • 

a. Urusan Umum. 
b. Urusan Kepegawaian 
c. Urusan Keuangan 

Pasal9 

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan 
dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan surat 
menyurat, kearsipan, rumah tangga, periengkapan dan 
keprotokolan. 

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai 
administrasi Kepegawaian 

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
pen gumpul an dan pengol ah an bah an dalam rangka pembu kuan, 
perben dah araan, verifi kasi, membantu menyiapkan penyel esaian 
tin dak I anj ut h asi 1-h asi I pemeriksaan dan pertan ggu n g j awaban 
keu an gan serta penyusun an anggaran ruti n. 

Bagian Kedua 
Seksi Perencanaan dan Tata Guna Hutan 

Pasal 10 

Seksi Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
Pembangunan Kehutanan, penyusunan bahan pemantauan dan 
evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta penata 
gu naan h utan. 

Pasal 11 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 10, Seksi Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai 
fungsi 



a. Penyusunan rencana dan program pembangunan Kehutanan. 
b. Pemantauan dan Evaluasi tu gas program pembangunan Kehutanan 
c. Peiaksanaan Tata Guna Hutan . 
d. Pemantauan dan evaiuasi hasil peiaksanaan kegiatan 
e. Penyusunan data dan pelaporan hasil peiaksanaan kegiatan 

Pasal 12 

Seksi Perencanaan dan Tata Gun a Hutan terdiri dari 
a. Sub Seksi Rencana dan Program 
b. Sub Seksi Evaiuasi dan Pelaporan 
c. Sub Seksi Kawasan Hutan. 

Pasal 13 

(1) Sub Seksi Rencana dan Program mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam 
rangka penyusunan rencana dan program pembangunan 
Kehutanan. 
(2) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam 
rangka peiaksan aan pelaporan h asi I pemban gu nan Keh utan an. 
(3) Sub Seksi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan 
inventarisasi h utan, pengukuh an kawasan h utan, penataan 
gun aan kawasan hutan, pemetaan, pembentukan wi I ayah 
pen gelolaan h utan. 

Bagian Ketiga 
Seksi Pengelolaan Hutan 

Pasal 14 

Seksi Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan 
teknis, pemantuan dan pengawasan produksi dan peredaran hasil 
h utan, pemanfaatan h asil hutan serta iu ran kehutan an. 

Pasal 15 

Untuk melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, 
Seksi Pengeiolaan Hutan mempunyai fungsi 
a. Penyiapan rencana produksi hasil hutan 
b. pemantauan dan pengawasan sarana dan prasarana eksploitasi 
hasil hutan. 
c. Pembinaan pengendalian dan pengawasan produksi, pengolahan 
dan peredaran h asil h utan serta pemu ngutan lu ran Keh utan an. 
d. Pelaksanaan penerbitan sanksi atas pelanggaran dibidang 
pen gu sah aan hutan dan pemu ngutan hasil hutan. 



Pasal 16 

Seksi Pengeiolaan Hulan terdiri dari: 
a. Sub Seksi Produksi Hasil Hulan 
b. Sub Seksi Peredaran Hasil Hulan . 
c. Sub Seksi Pengolahan Hasil Hulan. 
d. Sub Seksi luran Kehutanan. 

Pasal 17 

(1) Sub Seksi Produksi Hasil Hulan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk 
menyusun rencana produksi hasil hutan, memantau dan 
mengawasi penggunaan sarana dan prasarana produksi hasil 
hut an. 

(2) Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam 
rangka pemantau an dan pengawasan peredaran hasil h utan . 

(3) Sub Seksi Pengolahan Hasil Hulan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam 
rangka penyi apan ren can a pen gem ban gan , pengawasan, 
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
pen gol ah an hasil h utan . 

(4) Sub Seksi luran Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan 
pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pemantauan 
dan pengawasan penerimaan daerah dan negara dari iuran 
Kehutanan dan penerb1tan sanks1 pelanggaran d1b1dang 
pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan. 

Bagi an Keempat 
Seksi Pembinaan Hutan 

Pasal 18 
Seksi Pembinaan Hulan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan 
teknis kegiatan rehabilitasl dan reklamasi hutan dan lahan, aneka 
usaha Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar 
hut an. 

Pasal 19 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasai 18, 
Seksi Pembinaan Hulan mempunyai fungsi 

a. Pembinaan teknis rehabilrtasi hutan dan lahan, reklamasi hutan dan 
lahan. 

b. Penyuluhan kepada masyarakat didalam dan di sekitar hutan. 



c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Pembinaan Masyarakat 
Desa Hutan (PMDH) dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

Pasal 20 

Seksi Pembinaan Hutan terdiri dari • 

a Sub Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 
b. Sub Seksi Reklamasi Hutan dan Lahan. 
c. Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 
d. Sub Seksi Aneka Usaha Keh utan an. 

Pasal21 

(1) Sub Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam 
rangka pembinaan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi 
reboisasi, pen gh ijau an, pemel i haraan tanaman, pen gay a an 
tanaman dan tehnik konservasi tanah. 

(2) Sub Seksi Reklamasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam 
rangka reklamasi hutan dan lahan yang meliputi ; inventarisasi 
lokasi, penetapan lokasi dan pelaksanaan reklamasi. 

(3) Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam 
rangka Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 

(4) Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam 
rangka pembinaan dan pengembangan aneka usaha Kehutanan 
serta penyu lu han Kehutan an. 

Bagi an Kelima 
Seksi Perlindungan Hutan dan KonservasiAlam 

Pasal 22 

Seksi Periindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas 
melaksanakan periindungan hutan dan konservasi alam yang meliputi 
pengamanan hutan dan hasil hutan, satvva yang dilindungi di kawasan 
hutan dan lingkungannya 

Pasal 23 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Seksi 
Periindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi 

a. Perlindungan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas 
h utan dan kawasan hutan. 



b. Pencegahan kerusakan hutan dan kawasan hut an akibat perbuatan 
manusia dan gangguan alam. 

c. PemDinaan teknis aparat Polisi Kehutanan. 
d Penyuluhan dalam rangka perlindungan hutan. 
e. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kehutanan. 

Pasal 24 

Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Aiam terdiri dari : 

a Sub Seksi Pengamanan Hutan. 
b. Sub Seksi Pendayagunaan Polisi Kehut anan. 
c. Sub Seksi Penyidikan Tindakan PidanaKehutanan. 
d Sub Seksi Konservasi Alam. 

Pasal 25 

(1) Sub Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan 
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dari 
perbuatan manusi a dan gangguan alam. 

(2) Sub Seksi Pendayagunaan P olisi Kehutanan mempunyai tugas 
membina aparat Poli si Kehutanan, mengadakan sarana 
pengamanan hutan dan meningkatkan pemahaman dan 
penguasaan peraturan perundang-undang an di bidang 
Kehutanan. 

(3) Sub Seksi Penyidikan T indak Pi dana Kehut anan mempunyru 
tugas melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 
Kehutanan. 

(4) Sub Seksi Konservasi A lam mempunyai tugas melaksanakan 
pencegahan terhadap penurunan kualitas sumber daya alam 
serta keanekaragamannya dari gangguan manu sia, 
melaksanakan penangkaran satwa dan tumbuhan langka. 

BAB IV 
CABAN G DINAS 

Pasal26 

(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang 
mempunyai wilayah kerja terdiri dari I (satu) kecamat an 
atau iebih. 

(2) Cab ang Dinas dipimpin ol eh seor ang Kepala yang b er ada 
dib awah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din as. 

(3) Pada Cab ang Dinas dib entuk Ranting dan AnakRanting. 

(4 ) Pembentukan Organisasi dan TataKerja Cabang Dinas, Ranting 
dan Anak Ranting ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 



BAB V 
UNIT PELAKSANA lEKNIS DINAS 

Pasal27 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas adalah unsur 
pelaksana teknis operasional Din as. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang 
Kepaia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

( 3) Un it Pelaksana T ekn is Din as dapat dibentuk berdasarkan 
kebutuhan dan kemampuan daerah. 

BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal28 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian fu ngsi Din as secara profesional sesuai dengan 
kebutuh an daerah. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tug as pokoknya bertanggun gj awab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal29 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 28 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya 

(2) Setiap kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dalam 
lingkup Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) 
ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja 

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) pas al in i diatu r sesu ai den gan Peratu ran 
Perundang-Undangan yang berlaku. 



BAB VII 
TATAKERJA 

Pasal30 

Da!am melaksanakan tugasnya Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis 
Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , 
integrasi dan sinkroni sasi baik d alam l ingkungan masing-masing maupun 
antar satuan org anisasi. 

Pasal31 

(1) Kep,fa Dinas dal am melaksanakan tugasnya berdasarkan 
kebijaksanaan yang <itetapkan oleh Bupati. 

(2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, 
membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantuan 
dan pelaksanaan yang berada didalam Din as nya. 

Pasal 32 

Seti ap Kepala satuan org anis asi wajib mengiku ti d an mematuhi perintah 
dan bertanggung jaw:;b kepada atasan rnasing-rnasing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat pada wal<lunya. 

Pasal 33 

Setiap Kepal a Satuan Kerja waj ib melakukan pengawasan terhadap 
oelaksanaan tugas bawahannya clan apabila terj adi penyimpangan wajib 
mengambi l langkah tindak lanjut sesuai deng an peraturan Perundang
Undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
KEPE GAWAIAN 

Pasal 34 

(1 ) Kepaia Dinas <iangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Sekretaris Daerah 

(2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 



BAB 1X 
KETENTUANLAIN-LAIN 

Pasal 35 

Segala pungutan dibidang Kehutanan didaerah sebagai konsekwensi dari 
pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 Keputusan ini akan diatur 
dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesu ai dengan Peraturan dan 
Perundang-Undangan yang beriaku. 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 36 

Dengan diben tukn ya Dinas i ni maka tugas dan fung si Dinas Perhu tanan 
dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas dihapus dan 
dialihkan menjadi tugas dan fungsi Dinas. 

Pasal 37 

D eng an diberi akunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala 
Daerah Tingkat II Kapuas Nomor13 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas 
Perhutanan dan Konservasi Tanah di nyatakan tidak berlaku lagi . 

BABXI 

PENUTUP 

Pasal 38 

Segala sesuatu yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur 
dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya 

Pasal 39 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kapuas. 

D isahkan di Kuala Kapu as 
Pada Tanggal 14 Pebruari 2000 

BUPATI KAPU AS 

Capdtt 

BURHANUDIN ALI 



Diundangkan di Kuala Kapuas Pada tanggal 14 Pebruari 
2000 

SEKRETARISDAERAHKABUPATENKAPUAS, 

Cap dtt 

Drs. TOEKIY O A.A, MSc 
NIP. 530 000 898 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
TAK.IN 2000 NOMOR 9 SERI D. 



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2000
        Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sosial Kabupaten Kapuas

BAGAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS 

KEPALA DINAS I 
Kelompok Jabatan 

Fuugslonal 
-------------+-----------!Sub Baa: Tata UAba 

Seksi Perencanaan 
dan Tata Guna Hutan 

Sub Seksi 
Rencana dan Program 

Sub Seksi 
Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Seksi 
Kawasan Hutan 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
Pada Tanggal 14 Pebruari 2000 

Seksi 
Pengelolaan Hutan 

Sub Seksi 
Produksi Hasil Hutan 

Sub Seksi 
Peredaran Hasil Hutan 

Sub Seksi 
Pengelolaan Hasil Hutan 

SEKRETARIS DAltRAH KABUPATEN KA.PUAS 

Cap dtt 

Dn. TOEKIYO A.A, MSc 
Pembina Tlnfkat I 
NIP. 530 000 898 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
TAHUN 2000 NOMOR 9 SER! D 

Urusan 
Umum 

Urusan 
Kepepwa!an 

Urnsan 
Keuancan 

Seksi Pelayanan Info 
Media Cetak dan Tradisional 

Sub Seksi 
Penerbitan 

Sub Seksi 
Media Tradisional 

Sub Seksi 
Promosi dan Pameran 

Seksi Pelayanan Info 
Media Baru dan Perfilman 

Sub Seksi Media Baru dan 
Tek. lnformasi dan 

Sub Seksi 
Perfilman 

Sub Seksi 
Radio dan Televisi 

Disahkan di Kuala Kapuas 
Pada Tanggal 14 Pebruari 2000 

BUPATIKAPUAS 

Cap dtt 

BURHA.NUDIN ALI 


